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F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN NPPBKC ATAS PERMOHONAN
PERPANJANGAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

(2)eveereren e, (3)ereeenn KEPADA .......... (@), DI

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa ............ ()i telah memiliki NPPBKC sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ () - ;

b. bahwa ............ (4)eeeeniiinns telah menyampaikan permohonan
perpanjangan  dengan  Nomor  ........... (7)eeeenennne tanggal
....... (8)........... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai
mengenai NPPBKC;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Sebagai ........ 2] PO (3)eeeiennnn. , Kepada ...... (4)eenennen di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)eeevevee vererea)evenenn. KEPADA L...(4).eevoee. DI (5) e

Memberikan Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) sebagai ........ (2)eeie i, (5] PP sebagaimana
dimaksud dalam .......... (G) P dengan rincian:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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1. NPPBKC Do () FETR
2. nama perusahaan D e ()
3. alamat perusahaan D (GC)
4.  NPWP perusahaan D e, (I1).oeieinenes
5. nama pemilik D e (12).iininanes
6. alamat pemilik Do (13)eerininnnns
7. NPWP pemilik D e (14).cceeen.ns
8. lokasi N Do (15).ceieinnens
2. (15)ueiveinnnen.
3. dst
9. kantor pelayanan yang mengawasi  : ............. (16).eeeennnens

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

........ (2)eeeeeinee eeeeeeei(3)enneen... sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ........ ()i e (3)eenrnnnnnn sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang
berlaku.

NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali
apabila dipandang perlu.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
..... (17)..... dan berlaku sampai dengan tanggal.....(18)......

Lo oo, (19). v
20 e, (19).eevereenn
30 e, (19).eeeererenns

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (20).........

pada tanggal ........... 21).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (22)........

..................... (23) i

..................... (24) .

=



Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor ()

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.
Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,

penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil

tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.
Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC

Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan
NPPBKC.

Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan
NPPBKC.

Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan
administrasi pemenuhan Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, témpat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau

tempat penjualan eceran.



Nomor (15) :

Nomor (16) :

Nomor (17) :

Nomor (18) :

Nomor (19) :
Nomor (20) :
Nomor (21) :
Nomor (22) :

Nomor (23) :

Nomor (24) :
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Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat

penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha

penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Malang”.

Diisi dengan tanggal mulai berlakunya Keputusan, yaitu

tanggal setelah berakhirnya Keputusan lama. Misalnya

Keputusan lama berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret

2018, maka Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada

tanggal “O1 April 2018”.

Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, atau importir, masih melakukan
kegiatan usahanya, bagi pabrik, tempat penyimpanan,
dan importir. Misalnya berlaku selama pabrik masih
melakukan kegiatan usahanya,

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi penyalur, dan
pengusaha tempat penjualan eceran, misalnya
ditetapkan pada tanggal 31 maret 2018, maka berlaku
sampai dengan tanggal “31 Maret 2023”.

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.

Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.

Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani

keputusan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.



G.
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CONTOH TANDA NAMA PABRIK ATAU TEMPAT PENYIMPANAN

60cm

120 cm

I (O )

CONTOH:

®

PABRIK HASIL TEMBAKAU
NPPBKC : 112223334-060300-123456789

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 31, RT 01 RW 02,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta

®




Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, atau
tempat usaha importir.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pabrik, tempat
penyimpanan, atau tempat usaha importir.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,

atau tempat usaha importir.
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H. FORMAT KEPUTUSAN PERUBAHAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

............... (3)evveeee. KEPADA ..c..(d)eeeeee. DI oo i(S)enn .

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa ........ (G I telah menyampaikan  permohonan
perubahan  NPPBKC dengan nomor  ...(6)...... tanggal
........ (7)............ dengan melampirkan persyaratan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
mengenai NPPBKC;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai sebagai
........ (2)eeeieiieee eeeeeea(3)eeeeeeee. kepada (4. di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI ... (2)eeeennnn.
........ (3).rveerrn.. KEPADA .....(4).cvovo. DI oo ().

Mengubah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

sebagai ........ 72 R () I sebagaimana dimaksud dalam
.......... (8)........... dengan data-data sebagai berikut

1. NPPBKC O, (9)eeeninnnn.

2. nama perusahaan D G P

3. alamat perusahaan T e (10).cenennninnns

4. NPWP perusahaan D e )
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5. nama pemilik D e (12)..oeeniis

6. alamat pemilik e, (13) v

7. NPWP pemilik D e (14).enennn....

8. lokasi A (15).eninnnens
2. (1S)ueenennnen,
3. dst

9. kantor yang mengawasi Do (16).ceennnn...

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

........ (2)..ceeieees eeeeeen(3)..........sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA wajib memenuhi peraturam perundang-undangan.

Dalam hal ........ (2)eeiiiinee v (3)eeeennnn. sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTMA tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat
dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. ”

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1o oo, (17) e
2. e (17) oo,
T (17) v

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (18).........

pada tanggal ........... (19).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (20)........

..................... (21)eieeiiiiiin,

..................... (22) i,



Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
perubahan NPPBKC.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.
Diisi dengan nomor surat permohonan4 perubahan
NPPBKC.

Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan
NPPBKC.

Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC.

Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan
administrasi pemenuhan Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran merupakan orang pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,

tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau

f

tempat penjualan eceran.



Nomor (13) :
Nomor (14) :
Nomor (15) :
Nomor (16) :
Nomor (17) :
Nomor (18) :
(

Nomor (19) :
Nomor (20) :

Nomor (21) :

Nomor (22) :
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Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
pcnyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usahé importir, tempat usaha
penyalur, atau temvpat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Malang”.

Diisi dengan pihak yang mendapatkan salinan keputusan
Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.

Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,
misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan. .

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.
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L. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

.............

) P ATAS NAMA......(#)........ DI...... (5).veeeeannn.

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ 4).c.c..... di
........ (5)eeveeeen telah o (B)en

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai sebagai
........ (2)eeeieieens ceeeeenn(3)eenine... atas mama  ..........(4)........ di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI ........ (2)eininnnn.
........ (3).......... ATAS NAMA .....(4).......... DI .......(5)...coniinits
Membekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
........ (2)eeiieeees ceeeeen(8).eeenne... sebagaimana  dimaksud dalam
.......... (7)........... dengan data-data sebagai berikut:

1 NPPBKC L e (8)eeeiaiinans

2 nama perusahaan D e [ P

3. alamat perusahaan D e (9)eeriieenns

4,  NPWP perusahaan D e (10).ceenninin.

5. nama pemilik e (L)

6 alamat pemilik D (12)eeininnnnnn.
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7. NPWP pemilik T (13)eeiinnennns

8. lokasi 1. (14).eeeenn.n.
2. (14)..cceeenee.
3. dst

9. kantor yang mengawasi . D e (15).eneiiinns

Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA, ........ (2) e e (3)erennenn. tidak diperbolehkan
menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai tanpa mengurangi
kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1o e, (16).reeeeeeannn
2. e (16).ceveeereinns
< TRTT (16,

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (17).cceni.

pada tanggal ........... (18).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (19)........

..................... (210 I

..................... (21) i,



Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor ()

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan. nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
dibekukan.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang NPPBKC dibekukan.

Diisi dengan alasan pembekuan NPPBKC sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang cukai

Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC

Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpaﬁan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran yang NPPBKC dibekukan.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran merupakan orang pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat ‘usaha

penyalur, atau tempat penjualan eceran.



Nomor (13) :

Nomor (14) :

Nomor (14) :

Nomor (15) :
Nomor (16) :
Nomor (17) :
Nomor (18) :

Nomor (19) :

Nomor (20) :
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Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
dibekukan.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat wusaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Malang”.

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.

Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,
misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan. |

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

=
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FORMAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUKAN KEMBALI NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

SEBAGAI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

...... (2)eeveeeeee veveeea3)eeeeenn... ATAS NAMA ....(4).... DI ....(5).....

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ 4)......... di
........ (5)eeeeeen.. telah ol (B)eininii '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pemberlakuan Kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang kena
Cukai sebagai ........ (2)eiiiies s (3)eerernene. atas nama
.......... (4).ceecediceie(B) i

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN
KEMBALI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI ........ (2)eeeeeeren e (3)eeenan.. ATAS NAMA .......... (@),

DI ......... (5)...

Memberlakukan kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena

Cukai (NPPBKC) sebagai ........ 12] I (€] I sebagaimana
dimaksud dalam .......... (7)eeeeeennnnn dengan data-data sebagai berikut:

1. NPPBKC L e (8)eeeiernannns
nama perusahaan D e (4).eeeiinnns
alamat perusahaan U (9)eeiieninnnn.
NPWP perusahaan D e (10).eeennenn,

nama pemilik D e )

S T

alamat pemilik D e (12).cc.oniis
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7.  NPWP pemilik S (13)eeenenn,

8. lokasi S S (14).ccceinnen.
2. (14).eenennnenn.
3. dst

9. kantor yang mengawasi Do (15).eeiinins

Dengan diberlakukannya kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA, ........(2)ccceceie i (3)eeenennnns dapat
menjalankan kembali kegiatan usaha di bidang cukai.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1o oo, (16).ceeeeeeene..
2. e, (16).ceeeeeeeenne..
3. e (16).eeeeeeeeannnn..

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (17).........

pada tanggal ........... (18).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (19)........

..................... (0210

..................... (2 |



Nomor (1)

Nomor (2)
N.omor (3)
Nomor (4)
Nomor ()
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
diberlakukan kembali.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Diisi dengan alasan pemberlakuan kembali NPPBKC sesuai
peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Diisi dengan keputusan mengenai pembekuan NPPBKC.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran yang NPPBKC diberlakukan
kembali.

Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
diberlakukan kembali.

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat

penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha



Nomor (15) :

Nomor (16
Nomor (17

Nomor (19

Nonior (20) :

Nomor (21) :

)

)
Nomor (18) :

)
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penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
diberlakukan kembali.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Malang”.

Diisi dengan pihak yang medapat salinan keputusan.

Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.

Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,
misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.
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K. FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

............. (3)eveerc. ATAS NAMA......(4).coccco. DI cveie(5)errnnnns

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ 4).cenen.n. di
........ (5).eevne... telah o (B)enninn ,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai sebagai
........ (2)riiiiies e (B) e atas nama ..........4)........ di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok

" Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

........ (2)eeieiiiie eeeeeee(B)evinnnn... ATAS  NAMA  .....(4).......... DI
....... () IR
Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
sebagai ........ (7] DO (S) PUTTT sebagaimana dimaksud dalam
.......... (7)........... dengan data-data sebagai berikut

1 NPPBKC D e (8)eerenenennn.

2 nama perusahaan Do e ) I

3. alamat perusahaan ‘ D e () IO

4. NPWP perusahaan D s (10)..ceennnnene.

5 nama pemilik D e (11)eeeneeennns

6 alamat pemilik D e (12).ceennnin.
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7. NPWP pemilik D e (13)eeeeeennnen.

8. lokasi S (14).ccenn.n.
2. . (14) e
3. dst

9. kantor yang mengawasi T e 1) PO

Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA, maka terhadap barang kena cukai ........ (2).iennns

........ (3)......... berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang cukai.
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1o e, (16).eeeeeereenanns
2. e (16).eeeeerennnns
3. e (16).eeeeeeeeanenn

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (17).conenn.
pada tanggal ........... (18).........
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (19)........
..................... (1210 P,
..................... (21) e,



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor ()

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
dicabut.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang NPPBKC dicabut.

Diisi dengan alasan pencabutan NPPBKC sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang cukai.

Diisi dengan keputusan mengenai pemberian atau
pembekuan NPPBKC.

Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran yang NPPBKC dicabut.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran merupakan orang pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau

tempat penjualan eceran.
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Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat wusaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Nomor (13) : Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,

Nomor (14) :

tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan ecerah.

Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha

penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC

dicabut.

Nomor (15) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Malang”.

Nomor (16) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,
misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (20) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.

Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



